KFEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomorj Kw.28.414/PP.00/ E£6t 2015
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
SALAFI¥YAH DARUL BAYAN CISUDANG

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbarg : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermum. periu
memberikan  kesermpatan masyarakat melalui  organisasi  berbadan  hukum  uniuk
menyvelenggarakan madrasah sesual dengan standar nasional pendidikan;

b.  bahwa madrasah ;ang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

¢ bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana dintaksud dalam huruf a don b di atas, perlu

| menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Pemberian
Izin Operasiona] Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta SALAFIYYAH DARUL BAYAN
CISUDANG, Kabupaten Pandeglang,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Megara Republik Indonesiz Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4303 1)

2. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2005 temang Gurw dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Wegara Republik
Indonesia Nomor 4586},

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2005 wentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun 2005 Nomer 41, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4496) sebagaimuna telah diubah dengan Peranwan Pemerintah
Momor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2003
tentang Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negars Republik Indenesia wahun 2013
nomaot 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 103

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar

{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Momor 4863 );

Pergturan Pemerintah 48 Tahun 2008 (entang Pendansan Pendidikan (Lembaran Megara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 91, Tumbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor d864);

6. Persturan Pemerintah Momor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nommor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4841},

7. Perawran Pemerintash Momor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Fendidikan {Lembaran Megara Republik Indonesia Nemer 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Nepara Republik Indomesia Tahun 2010 Momor 112, lambahan |Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Siandar Sarana dan
Prasarana Untuk  Sekolah Dasarr  Madresah  Ibtidaiyah, Sekoleh  Menengah
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9, Peratpran Menieid Pendidikan Masional Womor 15 Tahan 200 witang Standar Pelavanan
Minimal Pendidikag di Kabupaten'Kota schagaimana telah diubah manjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan tas
Peraturan Menteri Pendidikean Nasional Momaor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minima! Pendidikan di Kabiupaten/E ot

10, Perammran Menteri Asamg Nomor 2 Tahon 2008 mmaﬁ'g Standar kompetenst Lulusan dan
Standar Isi Pendidikan Agama lstam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11, Peraturan Menteri Apgama Nomor 2 Tahwn 2002 entane Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama lsiam pad Sekolah (Berita Negara Repoblik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentei Agama Nomor 31 Tahun
2013 renmng Perubahan atas Perpuran Manteri Agama Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidiban Agana Islam pada Sckolah (Berita Negara
Republik Indonesia Talun 2003 Nomar GR4),

|2, Peratoran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 eatang Oreanisasi dan Tata Kerja Instuns
Verikal Kementerian Agama; ‘

13 Persmean Menteri Agama Momor 90 Tabun 2013 temtang Penyelengaaraan Pendidikan
Madrasaly

I4, Eepuiosan Darekiur Jenderal Pendidiban slon Nomor |5385 ahun 20 14 rentang Peoanjok

Tekais Pendirian Madrasah yang Diselengeanakun Oleh Masvarakat;

I. Mo Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Peodidiken Madrasah Nomor ;002 Tanggal
37 Januari 301 3;

(]

Rikomendssi dari Kepala Kanmor Kementerian Agamu Kabupaten Pandeglang. nomor
KA 28025 PP OGIGT 2014 Tangpal 28 November 2014

MEMUTUSKAN

P KEPUTUSAN MERTERD AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN

PEMBERIAN IZIN UPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
SALAFIYYAH DARUL BAYAN CISUDANG.

i Memberikan zin operasiondl pendirian madrasah kepada madrasah sebugaimana tercantum dalam

Lamgriran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan i,

: Bagl Madrusah Tsanawiyah Swasta SALAFIYYAH DARUL BAY AN CISLUDANG, Kabupaten

Pandeglang setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersanghkutan wajin:

4. menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pandeglang vang memuat puling sedikil perkembangan jumish peseda didik,
pelaksanaan kurikalum. pelakasanaan pemenubian standas sarana prasarana, dan pelaksanaan
pemenuban stindar pendidik dan tenagy kependidiban: danfatay

b. mengajukin  pendsfturan visitesi akreditasi sekolab/madrasah kepada BAP-S'W sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksod datam Dikiom Kedws burof a dinilai

memenuhi pelavanan minimal peoyelenezarsan pendidikan dan‘atau hasi) akreditesi sebugaimana
dimaksud Dikium Kedua huruf b mendapnt peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.



REEMPAT ; Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud datam Dikiem Kedua buruf a dinifal
tidak memenuhi esindar pelayavan minimal penvelenggaraan pendidikan dan‘atau  hasil
akreditgsi sebagaimanasdimaksud Dikiwm Keduz huraf b tidak mendapat peringkar minimal

miaka izin operasional sebagaimana dimaksud datam Dikium Kesan dicabur

RELIMA » Kepuwsan inh mulai berlake pada tanggal ditetapkan.

Dhitetapkan Ji : Serang
Pada tanggal : 03 Februari 2013

Au Merien Azama R.I

5
m/ﬁgi{qahm 3

Jﬂﬁusn 198903 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

. Dricjen Pendidikan Islam, Kementertan Agama R, Jakaria.
2. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama R1, Jakarta,

3 Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang,
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